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SURAT KETERANGAN

Nomor : 99/KUM.01.02/VIII/PH. Y1

Kami, Paniterd Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta

menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

-- RUDT HARTONO, S.H.

Nomor Mahasiswa : “9398/PS/MK/02.
Felewhtas/Program  : Mogicter Yendtoriatan. .
Universitas © 1 Godjoh Modas

Angkatan Tahun ! 2002

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari
tanggal 03 Agustus 2004 sampai dengan tanggai. - 16 Agustus 2004
untuk menyusun-sleripsi / tesis yang berjudul :

" TANGGUIG JAWAB SAXSI T 'TRUMENTAIR DALAM PROSES PERADILAI™

dengan hasil memuaskan,

Demikianlah untuk dapat dipergunakan seperlunya.
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PEMERINTAH PROPINS| DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
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SURAT KETERANGAN / IJIN
Nomor: 07.0/ & ;Z;’-’O

Membaca Surat : Dekan FH - UGM Nomor : 163/ PT.05.H.PS / MK /04
Tanggal : 4 Mei 2004 .. Perihal :ljin penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1%3 ?entang Pedoman

Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri.

2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003
tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan
di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Diijinkan kepada

Nama : RUDI HARTONO No. Mhs./NIM : 9398/ PS / MK /02

Alamat Instansi :Jl. socio Justicia No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta

Judul : TANGGUNG JAWAB SAKSI INSTRUMENTAIR DALAM PROSES PERADILAN
Lokasi :  Kabupaten Sleman

Waktunya + Mulaitanggal 2 yuli 2004 sid 2 Oktober 2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati/
Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;

3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
(Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

4. ljinini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah:

. Suratijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;

5
6. Suratijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut
di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. : Dikeluarkan di : Yogyakarta

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pada tanggal : 5 yuii 2004
( Sebagai Laporan )

A.n. GUBERNUR

2. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. BAPEDA: DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
3. Bupati Sleman ¢.q. Ka. BAPEDA: A BA

4. Kajati DIY;

5. Ka. Polda DIY:

8. Ka. kanwil Dep. Kehakiman & HAM Prop.
DIy ;

7. Dekan FH - UGM:

8. Ka PS - UGM;

9. Pertinggal.






